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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada nilai-nilai hukum dalam 

menjalankan tugas pemerintahan. Pedoman hukum tersebut membuat hukum di 

Indonesia menjadi pilar utama sebagai pedoman dalam menjalankan 

pemerintahan dan turut serta dalam setiap perjalanan kehidupan masyarakat 

dalam mencapai segala tujuan dan harapannya. Salah satu ciri sebagai negara 

hukum adalah Indonesia menganut pedoman demokrasi dalam menjalankan 

pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat diberikan kebebasan untuk 

menyuarakan pendapatnya terkait dengan pemerintahan. Fungsi ini diperlukan 

supaya pemerintahan yang sedang berjalan bisa memberikan usaha terbaik 

demi peningkatan kesejahteraan rakyat.1 

Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat 

dan telah memasuki seluruh kehidupan masyarakat baik dari segi swasta 

maupun pemerintahan, oleh karena itu dalam pelaksanaannya  selalu menjadi 

sorotan karena seringkali pelayanan publik yang dilaksanakan terkesan berjalan 

lambat, berbelit-belit dan tidak efisien. Perihal pelaksanaan pelayanan publik 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik di mana dalam undang-undang disebutkan bahwa pelayanan publik 

                                                           
1 Ni Nyoman Wulan Prasintya Putri, “Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Dalam 

Pengawasan Terhadap Lembaga Pelayanan Publik,” Jurnal Analogi Hukum vol. 3, no. 3 (2021): 

370,https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4540/3111. 
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merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan 

publik dilaksanakan untuk seluruh penduduk Indonesia berkaitan dengan 

barang, jasa, dan/atau layanan administratif.2 

Pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat pada dasarnya harus 

dilakukan dengan baik dan memberikan layanan prima bagi masyarakat. Hal 

ini penting untuk dilakukan karena penyelenggaraan pelayanan publik 

merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah, sehingga semakin baik 

pelayanan publik maka dapat dikatakan pemerintahan setempat telah berhasil 

dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu guna mencapai 

keberhasilan tersebut diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Namun seringkali pelayanan publik yang diberikan tidak berjalan 

optimal dan seringkali membuat hak-hak masyarakat menjadi tidak dapat 

terpenuhi dengan baik.3 

Pelanggaran dalam pelayanan publik sering disebut dengan 

maladministrasi yang dapat berbentuk penyalahgunaan kewenangan, 

penyimpangan prosedur, kelalaian, diskriminasi masyarakat tertentu, informasi 

yang diberikan kepada masyarakat tidak valid dan sebagainya. Adanya 

perbuatan maladministrasi ini berpotensi menghambat pelayanan bagi 

masyarakat di mana seharusnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang 

cepat, efisien dan tidak berbelit-belit namun karena adanya maladministrasi 

                                                           
2 Azmiati Zuliah, “Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak 

Asasi Manusia,”Jurnal Ilmu Penelitian,vol.1,no. 1 (2020); 32, https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786. 
3 Juriko Abdussamad, “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik Di 

Kantor Lurah Wongkaditi Timur,” Jurnal Publik vol. 11, no. 1 (2024); 356, 

https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1132. 
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membuat masyarakat menjadi terlanggar hak-haknya. Untuk itulah demi 

tercapainya pelayanan publik yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta 

tidak merugikan masyarakat, hadirlah sebuah lembaga yang secara khusus 

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang disebut 

Ombudsman Republik Indonesia.4 

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang secara khusus 

memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah termasuk BUMN, 

BUMD, serta badan milik swasta atau perseorangan yang diberikan mandat 

untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya 

berasal dari APBN atau APBD.5 

Ombudsman merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang 

bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik 

serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan 

penyelenggara pemerintahan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Pada 

dasarnya pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman akan dilakukan jika ada 

laporan yang masuk dari masyarakat. Laporan tersebut kemudian akan diproses 

                                                           
4  Enny Agustina, “Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian 

Maladministrasi Di Indonesia,” Jurnal Rechtsregel vol. 1, no. 2 (2018):363, 

https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/2221/1815. 
5 Aprilia Wahyu Wulandari, “Manajemen Pengaduan Masyarakat Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Jawa Tengah,” Journal of Management and Public Policy vol. 13, no. 2 (2024):16, 

https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43800. 



4 
 

 

berdasarkan ketentuan dalam  Peraturan Ombudsman Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 

26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan 

Penyelesaian Laporan. Ombudsman akan memberikan pendampingan dan 

bantuan hingga antara pelapor dengan terlapor saling mendapatkan solusi yang 

terbaik atas permasalahan yang dihadapi.6 Ombudsman di Republik Indonesia 

terbagi dalam beberapa provinsi salah satunya adalah Ombudsman Perwakilan 

Kalimantan Selatan. 

Ombudsman RI adalah lembaga negara yang memiliki tugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mengatasi maladministrasi, 

serta menyelesaikan pengaduan masyarakat. Dalam tugasnya, Ombudsman 

menggunakan pendekatan mediasi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi 

masyarakat. Di sisi lain, dalam Hukum Islam, penyelesaian sengketa atau 

perselisihan antara individu atau kelompok harus dilakukan secara adil dan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, 

transparansi, dan kemaslahatan umat. Model mediasi propartif menjadi salah 

satu solusi yang dapat digunakan oleh Ombudsman dalam menyelesaikan 

masalah antara masyarakat dan pemerintah. Mediasi propartif berfokus pada 

pemberian ruang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara 

adil dan berimbang. 

 

                                                           
6  Alamsyah Saragih, Ombudsman Dalam Pengawasan Dan Pelayanan Publik (Jakarta: 

Ombudsman Republik Indonesia, 2020), hlm. 15. 



5 
 

 

Maladministrasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama 

yang menghambat keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maladministrasi 

meliputi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, keterlambatan pelayanan, 

pungutan liar, serta tindakan tidak adil lainnya oleh pejabat publik. Dalam 

sistem hukum positif di Indonesia, penyelesaian sengketa maladministrasi 

diatur melalui mekanisme hukum administrasi negara, Ombudsman Republik 

Indonesia, dan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun, mekanisme ini 

masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan efektivitas 

penegakan hukum dan birokrasi yang komplek. Dalam perspektif hukum 6.859 

syariah menawarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dengan 

menekankan konsep al-adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan 

maslahah (kepentingan umum). Dalam sejarah Islam, terdapat lembaga Hisbah 

dan Qadhi Mazalim yang berperan dalam mengawasi administrasi publik dan 

menyelesaikan sengketa dengan cara yang cepat, transparan, dan berbasis pada 

nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana hukum syariah dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa 

maladministrasi pelayanan publik di Indonesia. Sedangkan Sengketa pertama 

umat manusia terjadi antara Habil dan Qabil, yang pada awalnya difasilitasi 

oleh Nabi Adam. Meskipun dialog dan fasilitasi gagal menyelesaikan sengketa 

mereka.7 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang 

Ombudsman Republik Indonesia mendefinisikan Maladministrasi sebagai: 

                                                           
7Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 31. 
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‘Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian 

materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan’.  

 

Data keluhan pelayanan publik yang bersumber dari data nasional 

Ombudsman Republik Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan misalnya dari tahun 2021 total laporan dugaan 

Maladministrasi yang masuk berjumlah 7.186 laporan, di tahun 2022 berjumlah 

6.859 laporan dan di tahun 2023 lalu total jumlah pengaduan publik yang 

masuk  mencapai  8.452 laporan dan tahun 2024 laporan yang masuk 

meningkat dengan total 10.846 laporan. 8  Berdasarkan data tersebut dapat 

diartikan bahwa keluhan terhadap layanan publik atau maladministrasi masih 

kerap terjadi di Indonesia. 

Data laporan masyarakat berkaitan dugaan maladministrasi sebanyak 2834 

penundaan berlarut, 1604 penyimpangan prosedur, 1381 tidak memberikan 

pelayanan, 961 penyalahgunaan wewenang, 586 kasus pungli, 477 pelayanan 

tak patut, 133 diskriminasi, konflik kepentingan 63 dan keberpihakan 60 

laporan. Terkait substansi laporan, instansi yang paling banyak dikeluhkan 

yaitu layanan pemerintah daerah sebanyak 2250 laporan, BUMN/BUMD 641 

laporan, Pertanahan 528 laporan, Pemerintah Provinsi 370 laporan, kepolisian 

resort 296 laporan, kepolisian daerah 223 laporan, Pengadilan Negeri 162 

laporan, Kementerian Agama 104 laporan, Sekolah Negeri 143 laporan dan 

Kejaksaan 117 laporan disusul yang lainnya Kesehatan, Ketenagakerjaan, 

                                                           
8 Laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024.  
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Perijinan, Perkebunan, DPR, Perbankan, Rumah sakit Pemerintah dan 

sebagainya.9 

Melihat datadi atas menjadi cukup jelas bahwa pelayanan publik di negara 

ini masih belum dapat dikatakan “merdeka” atau maladministrasinya masih 

menggurita, masih banyak masyarakat yang terus mengeluhkan pelayanan 

publik setengah hati, yang diberikan oleh negara dan aparatur pemerintah 

terlebih lagi di daerah. gurita maladministrasi di daerah masih terasa bagi 

sebagian besar masyarakat. Meskipun Ombudsman dikategorikan sebagai 

lembaga penunjang, namun perannya tidak kalah penting dengan lembaga 

negara utama.  

Mengingat kedudukan Ombudsman berada pada kedudukan yang bebas 

dari intervensi lembaga negara manapun, hal inilah yang menjadi kekuatan 

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Selain 

kedudukan yang demikian, Ombudsman juga masuk ke dalam kategori 

lembaga quasi yudisial atau semi peradilan. Sebagaimana yang termuat dalam 

Pasal 1 angka 11 dan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik yang memuat: “Ajudikasi merupakan proses 

penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh 

Ombudsman” dan Pasal 50 ayat (5) mengatur bahwa, “Dalam hal penyelesaian 

ganti rugi, Ombudsman RI dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi 

khusus”. Dengan demikian pasal-pasal tersebut jelas telah memberikan 

kewenangan kepada Ombudsman untuk melaksanakan ajudikasi proses 

                                                           
9 Ibid. 
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penyelesaian sengketa pelayanan publik antara para pihak sebagai upaya 

terakhir penyelesaian laporan maladministrasi dalam hal ganti rugi, sehingga 

sebagai quasi yudikatif. Namun apabila ditelisik lebih dalam, Ombudsman 

tidak dapat dikatakan secara utuh masuk ke dalam kategori quasi yudisial atau 

kerap dikenal sebagai lembaga self regulatory agencies yang menjalankan 

fungsi campuran antara regulatif, administratif, dan penghukuman. Karena 

masih memiliki celah kelemahan dalam kewenangannya. 10 

Kelemahan di sini terletak pada putusan dari hasil ajudikasi khusus yang 

merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ganti rugi belum ada 

indikator penghukuman melainkan bersifat saran atau rekomendasi yang di 

layangkan. Meskipun Ombudsman memiliki kewenangan untukmelakukan 

ajudikasi khusus dalam hal ganti rugi dengan berbentuk putusan yang bersifat 

final, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh terlapor, tetapi pada dasarnya 

putusan ajudikasi Ombudsman tidak memiliki kekuatan eksekutorial memaksa 

karena sanksi yang dapat diberikan hanya sanksi administratif. Padahal 

Maladministrasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu faktor utama yang 

menghambat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.  

Maladministrasi meliputi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, 

keterlambatan pelayanan, pungutan liar, serta tindakan tidak adil lainnya oleh 

pejabat publik. Dalam sistem hukum positif di Indonesia, penyelesaian 

sengketa maladministrasi diatur melalui mekanisme hukum administrasi 

negara, Ombudsman Republik Indonesia, dan pengadilan tata usaha negara 

                                                           
10 Ni Putu Diah Chandra Paramita & Ni Luh Gede Astariyani, “Perluasan Kewenangan 

Ombudsman Untuk Memiliki Kewenangan Mengadili Dikaji Dengan Menggunakan Teori Self 

Auxilary Bodies,” Jurnal Kertha Negara vol. 6, no. 2 (2018): 15. 
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(PTUN). Namun, mekanisme ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti 

keterbatasan efektivitas penegakan hukum dan birokrasi yang kompleks, serta 

jauh dari nilai keadilan atau syariah. 

Belum lagi kalau kita mengulik pelayanan publik desa yang sering disebut 

silent citizens atau warga yang diam/tidak melapor di mana banyak dari mereka 

yang hanya diam apabila diperlakukan maladministrasi dalam pelayanan 

publik. untuk itu penting ada sentuhan spiritual atau hukum islam yang juga 

dikembangkan dalam kajian maladministrasi pelayanan publik bukan hanya 

dalam perbaikan regulasi tetapi juga pendekatan atau penyelesaian konflik 

pelayanan publik yang komprehensif. Sedangkan Istilah sengketa atau konflik 

sering kali kita temukan dalam kajian kepustakaan, dalam istilah kamus bahasa 

indonesia berarti sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan 

pendapat antara satu pihak dengan pihak lainnya 11  

Sengketa merupakan suatu hal di mana antara dua orang atau lebih 

memperebutkan sesuatu, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. 

Karena suatu hal yang menyebabkan menjadi pemicu utama dari suatu 

problematika yang menimbulkan konflik diantara pelaku, perorangan, atau 

kelompok, dari hal tersebut dapat terjadi menimbulkan hukum antara kedua 

belah pihak. 12  Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa atau konflik 

merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling menghadapi 

perselisihan yang sesungguhnya terjadi (faktual) ataupun perselisihan-

                                                           
11 KBBI, https://kbbi.web.id/sengketa, diakses pada 31 Januari 2025, pukul 15.00 
12 Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis (Jakarta: Medpress Digital, 2014), 

hlm. 12. 
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perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.13 Untuk itu Regulasi hukum 

penting untuk dibangun agar hukum dapat benar-benar menjadi sarana 

pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang berkeadilan.  

Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka 

mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di 

masyarakat. Tetapi juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala 

hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman 

pembangunan dan hasil-hasilnya. Pembebanan tanggung jawab untuk 

memajukan kesejahteraan umum harus berimplikasi terhadap produk hukum 

nasional. Adapun hukum nasional yaitu hukum atau peraturan perundang-

undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusi negara, 

yakni Pancasila dan UUD 1945. Menurut Barda Nawawi Arief, 14  apabila 

sistem hukum nasional dilihat sebagai substansi hukum, maka sistem hukum 

nasional adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum nasional harus 

berorientasi pada tiga pilar: 

1. Bermoral religious, yakni yang berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan; 

2. Humanistik, yakni yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan; 

3. Nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial, yakni berorientasi pada 

nilai-nilai kemasyarakatan yang adil dan makmur. 

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup 

pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

                                                           
13 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 1. 
14  Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenanda Media, 

2018), hlm. 218. 
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Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa  

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik”15 

 

Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan 

merupakan Lembaga Negara  yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik, salah satunya menerima dan Menindaklanjuti keluhan atau 

pengaduan atau laporan masyarakat. Namun dalam prakteknya  masih dijumpai 

beberapa kekurangan dikarenakan regulasi yang mengatur sangat terbatas dan 

terkesan rigid akhirnya secara proses penanganan masyarakat menjadi lambat , 

Muh. Irfan Islamy, mengutarakan ada lima kebijakan reformasi administrasi 

untuk menciptakan good governance yang perlu dilakukan di Indonesia,16 yaitu 

memadukan Rule Governance and Goal Governance. 

Negara hukum menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa 

pelayanan publik yang efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas 

pelayanan publik memiliki kewenangan menyelesaikan pengaduan masyarakat 

melalui mekanisme mediasi, termasuk model mediasi propartif. 

Faktanya praktik mediasi propartif tersebut masih menghadapi berbagai 

tantangan normatif dan implementatif, baik dari segi pengaturan hukum 

maupun kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam perspektif 

                                                           
15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
16  Muh Irfan Islamy, “Agenda Kebijaksanaan Reformasi Administrasi Negara,” Jurnal 

Administrasi Negara vol. 2, no. 1 (2001): 13–30. 
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Hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki landasan kuat 

dalam konsep islah, tahkim, dan sulh yang mengedepankan kemaslahatan, 

keadilan, dan perdamaian. 

Penelitian ini mengedepankan mediasi propartif (progresif dan partisipatif) 

karena berbeda dengan mediasi pada umumnya yang bersifat subjektif atau 

tergantung kesepakatan para pihak, Mediasi Propartif dibatasi oleh Skala 

Proporsionalitas. Artinya, mediator (Ombudsman) tidak memfasilitasi 

kesepakatan yang bersifat sepihak melainkan harus menguji apakah 

kesepakatan tersebut proporsional terhadap kapasitas fiskal/regulasi instansi 

terlapor, besaran kerugian riil pelapor dan kepentingan publik yang lebih luas. 

Mediasi Propartif berakar pada prinsip ketaatan administratif.17  

Dalam model ini, terdapat batasan bahwa mediasi tidak boleh menjadi 

sarana bagi pejabat publik untuk bernegosiasi mengenai kewajiban hukum 

yang bersifat imperatif. Mediasi Propartif hanya berlaku untuk area diskresi, di 

mana terdapat fleksibilitas dalam cara pencapaian tujuan pelayanan publik. 

Mediasi Propartif merupakan sebuah konstruksi teoretis yang berusaha mengisi 

ruang kosong dalam literatur penyelesaian sengketa administratif dan 

maladministrasi. Untuk menghindari stigma sebagai sekadar jargon 

Ombudsman belaka, maka penelitian ini menggunakan mediasi propartif yang 

harus dipahami sebagai sintesis antara prinsip proporsionalitas hukum dengan 

mekanisme mediasi administratif. 

                                                           
17 Ombudsman Republik Indonesia, Modul Pelatihan Mediasi (Jakarta: Ombudsman Republik 

Indonesia, 2021), hlm. 10. 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya terkait 

dengan persoalan, maka di sini peneliti tertarik melakukan penelitian dalam 

bentuk disertasi yang berjudul Model Mediasi Propartif (Progresif dan 

Partisipatif) Dalam Perspektif Hukum Islam (Rekonstruksi Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik). 

Penelitian ini akan berupaya untuk mengkaji rekonstruksi penegakan prinsip 

syariah pada proses mediasi Propartif Ombudsman Republik Indonesia dengan 

pengkajian dan perumusan rekonstruksi. Rekonstruksi tersebut sebagai ikhtiar 

agar terwujudnya proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat melalui 

proses mediasi yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah, karena melihat 

realita pemenuhan prinsip syariah dalam praktik efektivitas penyelesaian 

laporan masyarakat yang bermasalah dan perlu diperbaiki ke arah yang lebih 

baik lagi. 

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, timbul beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut uraiannya: 

a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan penyelesaian pengaduan 

masyarakat? 

b. Bagaimana implementasi pelaksanaan model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani laporan masyarakat? 
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c. Bagaimana rekonstruksi terhadap aturan hukum dan rekonsepsi model 

mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia yang ideal untuk 

dapat dikembangkan demi tercapainya nilai-nilai serta tujuan Hukum 

Islam? 

2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini memiliki fokus penelitian sebagai batasan dan inti dari 

penelitian. Fokus penelitian ini berfungsi untuk memandu peneliti dalam 

mengamati dan menganalisis secara spesifik agar penelitian ini tidak 

melebar ke hal yang tidak relevan. Berikut adalah uraian fokus penelitian 

ini: 

a. Fokus pertama membatasi kajian pada tataran norma (dimensi normatif), 

yaitu teks dan struktur pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Ombudsman, 

yang secara langsung menjadi dasar kewenangan mediasi dan konsiliasi 

Ombudsman; 

b. Fokus kedua membatasi kajian pada tataran praktik (dimensi empiris) di 

lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan 

Selatan sebagai lokus penelitian, mencakup prosedur pelaksanaan, 

hambatan dan faktor pendukung, serta efektivitas penyelesaian laporan 

masyarakat melalui mediasi propartif berdasarkan data kasus konkret 

yang ditangani; 
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c. Fokus ketiga membatasi kajian pada tataran rekonstruksi (dimensi 

preskriptif), yaitu perumusan tawaran perbaikan norma dan rekonsepsi 

model mediasi propartif berbasis maqāşid syariah. 

Berdasarkan pembatasan tersebut, ketiga fokus penelitian ini disusun 

secara berjenjang dan saling menegaskan satu sama lain yaitu norma, 

praktik, dan rekonstruksi dan tidak mengulang cakupan yang sama. 

Rumusan masalah pada bagian sebelumnya menjadi pertanyaan yang 

hendak dijawab, sedangkan fokus penelitian ini menjadi batasan operasional 

yang menentukan data, sumber, dan kedalaman analisis yang digunakan 

untuk menjawab masing-masing pertanyaan tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat diartikan bahwa fokus disertasi ini tidak hanya akan 

mendeskripsikan Mediasi Propartif Ombudsman Republik Indonesia, tetapi 

juga memberikan kontribusi normatif dan kelembagaan dengan menawarkan 

perspektif Hukum Islam sebagai landasan filosofis dan etis bagi 

penyelesaian sengketa atau pengaduan pelayanan publik di Indonesia. 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tujuan penelitian yang hendak 

dicapai. Berikut adalah uraiannya: 

1. Untuk melakukan kajian analisis tentang  pengaturan hukum mengenai 

model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia  terkait dengan 

penyelesaian pengaduan masyarakat; 
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2. Untuk melakukan analisis tentang implementasi pelaksanaan model mediasi 

propartif Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani laporan 

masyarakat; 

3. Untuk menemukan dan/atau merumuskan rekonstruksi terhadap aturan 

hukum dan rekonsepsi model mediasi propartif Ombudsman Republik 

Indonesia yang ideal untuk dapat dikembangkan demi tercapainya nilai-nilai 

serta tujuan Hukum Islam. 

D. Signifikansi Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki beberapa nilai manfaat yang hendak dicapai. 

Signifikansi  pada penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu secara teoritis 

dan secara praktis, berikut uraiannya: 

1. Signifikansi Penelitian Teoritis 

a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum terutama hukum Islam khususnya terkait 

dengan penyelesaian sengketa pelayanan publik dengan konsep mediasi 

kaitannya dengan Ombudsman Republik Indonesia; 

b. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang 

pengawasan dan akuntabilitas publik dengan menawarkan model 

penyelesaian maladministrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi 

juga mengedepankan nilai-nilai moral dan etika publik yang bersumber 

dari Hukum Islam; 
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c. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan model mediasi 

propartif dalam Ombudsman Republik Indonesia. 

2. Signifikansi Penelitian Praktis 

a. Bagi Pihak Ombudsman Republik Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan 

pelaksanaan model mediasi propartif yang dilakukan dalam lembaga ini 

terutama berkaitan dengan Hukum Islam. 

b. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat 

memberikan kebijakan secara khusus mengenai konsep model mediasi 

propartif yang dilakukan dalam lembaga Ombudsman terutama berkaitan 

dengan Hukum Islam. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

baru kepada masyarakat secara umum mengenai konsep model mediasi 

propartif yang dilakukan dalam lembaga Ombudsman terutama berkaitan 

dengan Hukum Islam. 

E. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan pada 

penelitian. Oleh sebab itu supaya tidak menimbulkan penafsiran ganda dan 

perbedaan pengertian, maka peneliti menguraikan definisi operasional yang 
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bertujuan untuk memberikan penjelasan spesifik tentang cara mengukur suatu 

variabel penelitian secara konkret dan terukur. Berikut adalah uraiannya: 

1. Model adalah kerangka kerja atau representasi sistematis dari suatu praktik, 

yang terdiri dari serangkaian komponen, proses, dan hubungan yang saling 

terkait, yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (dalam hal ini, 

penyelesaian sengketa pelayanan publik).18 Jika dikaitkan dengan penelitian 

ini, maka model merupakan struktur representasi teoretis atau kerangka 

kerja prosedural yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis 

secara sistematis praktik mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia 

dan merekomendasikan bentuk idealnya yang diperkaya oleh prinsip-prinsip 

Hukum Islam. 

2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar 

yang tidak memihak (mediator) bekerja sama dengan pihak-pihak yang 

berselisih untuk membantu mereka mencapai kesepakatan secara sukarela 

(win-win solution). Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa 

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak 

dengan dibantu oleh mediator. 19 

3. Propartif dalam konteks mediasi dan penyelesaian sengketa, merujuk pada 

pendekatan atau model mediasi yang bercirikan peran mediator yang aktif, 

langsung, dan bahkan intervensi dalam proses penyelesaian. Propartif 

                                                           
18 Muhammad Yaumi, Media Dan Teknologi Pembelajaran Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 

2018), hlm. 81. 
19 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan (Semarang: 

Pustaka Magister, 2019), hlm. 23. 
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(Proactive and Participatory/Evaluative) adalah sifat atau model mediasi di 

mana mediator tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak yang 

bersengketa, tetapi juga:20 

a. Memberikan penilaian atau evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan 

argumen hukum/fakta masing-masing pihak. 

b. Mengusulkan, merumuskan, atau merekomendasikan solusi penyelesaian 

yang konkret dan substantif kepada para pihak.  

c. Menggunakan skil/keterampilan khusus yakni LSD (Listening 

(Mendengar), Summarizing (Merangkum), dan Digging (Menggali)), CEI 

(Content, Emotion, dan Intention), Reframing (teknik merangkai ulang 

kalimat atau sudut pandang dari yang bersifat negatif menjadi positif, 

tidak efektif menjadi efektif, dari masa lalu ke masa depan, serta dari 

yang tidak berguna menjadi berguna), Kupas Bawang dan Umpan Balik 

dengan mengacu pada segitiga emas mediator dan pelayanan publik   

4. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang 

berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk 

yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), 

serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu.21 

                                                           
20  Gazali Salim, Strategi Pertahanan Melalui Optimalisasi Kesejahteraan Masyarakat 

Pesisir (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), hlm. 107. 
21  Alamsyah Saragih, Ombudsman Dalam Pengawasan Dan Pelayanan Publik (Jakarta: 

Ombudsman Republik Indonesia, 2020), hlm. 43. 
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5. Asisten Ombudsman yang selanjutnya disebut Asisten adalah pegawai yang 

diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan Rapat Pleno 

anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan 

fungsi, tugas, dan kewenangannya.22 

6. Hukum Islam, atau sering juga disebut Syariah atau Fiqh, adalah sistem 

hukum dan etika komprehensif yang bersumber dari ajaran agama Islam. 

Hukum Islam adalah seperangkat aturan, ketentuan, dan pedoman yang 

mengatur tingkah laku (perbuatan) setiap individu Muslim, baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan (vertikal) maupun dalam hubungannya dengan 

sesama manusia dan lingkungan (horizontal). Hukum Islam bersumber dari 

empat komponen utama yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah/Al-Hadis, Al-Ijma’, 

dan Al-Qiyas. 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian 

terdahulu yang membahas tentang pemeriksaan saksi dalam penyidikan tindak 

pidana tetapi diantara penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan dengan 

penelitian peneliti, berikut adalah uraian dari penelitian tersebut: 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Peraturan Ombudsman RI NO 40 Tahun 2020 Tentang Persyaratan, Penetapan penjejangan 

dan Pengembangan karir Asisten Ombudsman RI  
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Tabel 1.1. 

Penelitian Terdahulu 

 

No Judul dan Nama Peneliti Hasil Penelitian Keterangan atau 

Perbandingan 

1 Mediasi Penal sebagai 

Pilihan Penyelesaian 

Tindak Pidana di Bidang 

Hak Cipta Musik, 

Disertasi, ditulis oleh 

Dharmawati pada tahun 

2024. 

- Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

menemukenali makna hakikat 

mediasi penal sebagai pilihan 

penyelesaian tindak pidana di bidang 

hak cipta musik, (2) menjelaskan 

kebijakan mediasi penal sebagai 

pilihan penyelesaian tindak pidana di 

masa yang akan datang, (3) 

menemukan model ideal mediasi 

penal sebagai pilihan penyelesaian 

tindak pidana di bidang hak cipta 

musik untuk terwujudnya keadilan 

bagi kedua belah pihak yang 

berperkara. 

- Metode penelitian menggunakan 

paradigma konstruktivisme, dengan 

tipe penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-

undangan, pendekatan filsafat, 

pendekatan konseptual, pendekatan 

kasus, dan pendekatan komparatif. 

- Hasil penelitian adalah: (1) Hakikat 

mediasi penal sebagai pilihan 

penyelesaian tindak pidana hak cipta 

bermakna penanganan konflik dan 

berorientasi pada kualitas proses 

mediasi daripada hasil dari mediasi 

itu sendiri. (2) kebijakan mediasi 

penal sebagai pilihan penyelesaian 

tindak pidana di masa yang akan 

datang adalah pembentukan landasan 

hukum mediasi penal. (3) Para pihak 

bila mengabaikan mediasi dan 

mementingkan penyelesaian melalui 

jalur hukum, dapat berakibat 

menutup peluang untuk bekerja sama 

dan potensi kerugian lainnya yang 

bernilai ekonomi bagi pencipta lagu 

dan penyanyi.23 

- Penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini memiliki 

persamaan yaitu sama-sama 

membahas terkait tentang 

mediasi. 

- Perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian 

terdahulu adalah: 

1. Mediasi yang diulas 

pada penelitian terdahulu 

berkaitan dengan hukum 

pidana dan hak cipta 

sedangkan mediasi 

dalam penelitian ini 

terkait dengan model 

mediasi propartif yang 

dilakukan Ombudsman 

Republik Indonesia; 

2. Penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

penelitian normatif 

sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode 

yuridis empiris. 

3. Penelitian terdahulu 

tidak mengkaitkan 

dengan hukum Islam. 

Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat diartikan bahwa 

penelitian ini memiliki unsur 

kebaharuan yang membedakan 

dengan penelitian sebelumnya. 

2 Hakikat Mediasi Sebagai 

Tahapan Penyelesaian 

Perselisihan Pemutusan 

- Tujuan penelitian ini adalah (1) 

menemukan hakikat mediasi dalam 

penyelesaian sengketa pemutusan 

- Penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini memiliki 

persamaan yaitu sama-sama 

                                                           
23 Dharmawati, “Mediasi Penal Sebagai Pilihan Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Hak 

Cipta Musik” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024), hlm. vi. 
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Hubungan Kerja, 

Disertasi, ditulis oleh 

Syamsuddin Nur pada 

tahun 2022. 

hubungan kerja; (2) menemukan 

pelaksanaan mediasi dalam 

penyelesaian sengketa pemutusan 

hubungan kerja; dan (3) menemukan 

penggunaan mediasi dalam 

penyelesaian sengketa pemutusan 

hubungan kerja di Indonesia yang 

berkepastian hukum, 

berkemanfaatan, dan berkeadilan. 

- Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dengan 

paradigma yang digunakan 

paradigma konstruktifisme. 

- Hasil penelitian dan pembahasan : 

(1) hakikat penggunaan mediasi 

dalam penyelesaian sengketa 

pemutusan hubungan kerja adalah 

bahwa mediasi merupakan bagian 

sejarah peradaban dari kultur hukum 

masyarakat Indonesia yang 

terkristalisasi dari nilai-nilai Panc 

asila yang sejatinya memang harus 

mampu diimplementasikan dalam 

meneyelesaikan sengketa pemutusan 

hubungan kerja. (2) Pelaksanaan 

mediasi sebagai pilihan dalam 

menyelesaikan sengketa pemutusan 

hubungan kerja dalam beberapa 

kasus di Kantor Dinas 

Ketenagakerjaan masih merupakan 

pilihan yang tepat dan sangat efektif. 

Namun, tetap masih ada beberapa 

kasus pemutusan hubungan kerja 

yang harus berakhir di Pengadilan 

Hubungan Industrial. (3) kewajiban 

menyelesaikan sengketa Hubungan 

Industrial melalui mediasi 

sebagaimana diamanatkan dalam 

ketentuan hukum ketenagakerjaan, 

secara filosofis sesungguhnya 

merupakan cerminan dari kultur 

masyarakat Indonesia sebagai orang 

Asia, yang merefleksikan diri 

masyarakat Indonesia dalam 

menyelesaikan sengketa hubungan 

industrial.24 

membahas terkait tentang 

mediasi. 

- Perbedaan antara penelitian 

ini dengan penelitian 

terdahulu adalah: 

1. Mediasi yang diulas pada 

penelitian terdahulu 

berkaitan dengan 

ketenagakerjaan 

khususnya tentang 

pemutusan hubungan 

kerja sedangkan mediasi 

dalam penelitian ini 

terkait dengan model 

mediasi propartif yang 

dilakukan Ombudsman 

Republik Indonesia; 

2. Penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

penelitian normatif 

sedangkan penelitian ini 

menggunakan metode 

yuridis empiris. 

3. Penelitian terdahulu tidak 

mengkaitkan dengan 

hukum Islam. 

- Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat diartikan bahwa 

penelitian ini memiliki unsur 

kebaharuan yang 

membedakan dengan 

penelitian sebelumnya. 

                                                           
24 Syamsuddin Nur, “Hakikat Mediasi Sebagai Tahapan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. vii. 
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Sumber: Data Sekunder 

Tabel ini berisi ringkasan hasil kajian pustaka peneliti yang membandingkan 

fokus penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu untuk 

menunjukkan letak perbedaan dan unsur kebaruan (novelty) dari penelitian. 

 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diartikan bahwa 

beberapa penelitian terdahulu tersebut juga membahas mengenai permasalahan 

mediasi. Namun meskipun penelitian-penelitian terdahulu memiliki tema 

penelitian yang sama dengan penelitian ini namun di antara penelitian tersebut 

dengan penelitian ini tetap memiliki perbedaan sebab penelitian ini membahas 

mengenai model Mediasi Propartif Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

dalam perspektif Hukum Islam, sehingga penelitian ini memiliki nilai 

orisinalitas dan Novelty yang membedakan dengan penelitian terdahulu. 

G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir 

1. Kajian Teori 

Pada sebuah penelitian hukum, diperlukan adanya kerangka teori yang 

menjadi landasan melakukan analisis permasalahan. Peneliti menguraikan 

beberapa kerangka teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis 

setiap rumusan permasalahan. Berikut adalah rincian teori yang digunakan: 

a. Grand Theory 

1) Teori Negara Hukum 

Negara Hukum, secara terminologi diberbagai negara-negara 

seperti negara Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang 

berbeda-beda, misalnya Jerman dan Belanda menggunakan istilah 

Rechtsstaat sebagai lawan dari negara kekuasaan (machstaat). Istilah 

Rechtsstaat mempunyai pengertian yang sejajar dengan pengertian 
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Rule of Law di negara Perancis yang menggunakan istilah Etat de 

Droit, sedangkan negara Spanyol istilah yang digunakan adalah 

Estado de derecho. Selain itu, di negara Italia menggunakan istilah 

Stato di Diritto, namun dalam terminology Inggris dikenal dengan 

ungkapan the state according to law or according the rule of law.25 

Istilah negara hukum yang digunakan di Indonesia tidak terlepas 

dari sejarah di mana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim 

hukum civil law dan dalam perkembangannya juga sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum anglo 

saxon, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang 

merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat, Indonesia juga 

menggunakan istilah the rule of law. Sunaryati Hartono dalam 

bukunya yang berjudul  “Apakah the rule of law” menyebutkan 

istilah negara hukum dengan the rule of law. Sedangkan secara 

materiil dan menurut konstitusi hukum di Indonesia istilah negara 

hukum telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyebutkan, “Indonesia adalah negara hukum”.26 

Djokosoetono mengatakan bahwa “Negara hukum yang 

demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita 

hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair 

adalah rechtsstaat.” Sementara itu, Muhammad Yamin 

                                                           
25 Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 

hlm. 10. 
26  Anwar, Teori Dan Aplikasi Hukum Adminsitrasi Negara, (Aceh: Yayasan Penerbit 

Muhamad Zaini, 2021), hlm. 39. 
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menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau 

government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:27 

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang 

pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik 

Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) 

tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara 

kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan 

badan melakukan sewenang-wenang.” 

 

Hadjon berpendapat bahwa antara rechtsstaat dan the rule of 

law keduanya memiliki latar belakang yang berbeda di mana 

rechtsstaat berkaitan dengan pemikiran yang bertentangan dengan 

absolutisme dan sifatnya lebih revolusioner serta berkiblat pada 

sistem hukum civil law. Sedangkan the rule of law lebih evolusioner 

dan kiblatnya adalah sistem common law. Meskipun keduanya 

berbeda namun tetap mengarah pada tujuan yang sama yaitu 

melindungi hak asasi manusia.28 

Sejak kelahirannya istilah negara hukum atau rule of law ini 

memang dimaksud sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan 

penguasa negara agar tidak menyalagunakan kekuasaan untuk 

menindas rakyatnya (abuse of power, abus de droit), sehingga dapat 

dikatakan bahwa suatu negara hukum, semua orang harus tunduk 

kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil 

                                                           
27 Jarot Digdo Ismoyo, Teori Negara Hukum Modern, Sonpedia Publishing, Jambi, 2023, 

hlm. 36. 
28 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 

2015, hlm. 72. 
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dan tidak ada seorang pun termasuk penguasa yang kebal terhadap 

hukum.29 

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa 

Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul 

Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan 

istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat‟.30 Sedangkan dalam tradisi Anglo 

Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan 

A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius 

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 

“rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:31 

a) Perlindungan hak asasi manusia. 

b) Pembagian kekuasaan. 

c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 

d) Peradilan tata usaha Negara. 

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, 

yaitu:32 

a) Supremacy of Law 

Supermasi hukum tidak bisa ditawar-tawar dan diperjuangkan 

lebih awal jika dibandingkan dengan negara- negara barat lainnya. 

                                                           
29 Hendra Arjuna, Pengantar Sistem Hukum Indonesia,  (Surabaya: Jakad Media Publishing, 

2022), hlm. 56. 
30 Marjan Miharja, Buku Ajar Teori Hukum, (Bandung: Cendekia Press, 2021), hlm 37. 
31 Zamroni, Hukum Administrasi Negara,  (Sidoarjo: Delta Pilar Khatulistiwa, 2023), hlm. 

56. 
32  Herri Swantoro, Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali, 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88. 
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Negara diatur oleh hukum, sehingga seseorang hanya mungkin 

dihukum karena melanggar hukum bukan karena hal-hal lain. Hak 

Kebebasan seorang warga terjamin oleh hukum, artinya tidak 

seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar 

hukum atau hukum yang dilanggar. 

b) Equality Before the Law 

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun pejabat 

negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili ke pengadilan 

yang sama. Negara tidak mengenal adanya pengadilan khusus 

tetapi pejabat negara seperti dalam sistem hukum Eropa 

Kontinental berupa Pengadilan Administrasi. 

c) Due Process of Law 

Due process of law adalah proses hukum yang adil dan benar 

yang menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan 

hukum dan tidak ada hak individu yang dirampas secara 

sewenang-wenang. Prinsip ini mencakup penerapan hukum yang 

adil dan formal, yang berasal dari dokumen Magna Carta tahun 

1215 dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia seperti 

hak untuk hidup, kebebasan, dan harta benda.  

Teori Welfare State (Negara Kesejahteraan) adalah konsep 

negara hukum materiil yang menempatkan pemerintah sebagai pihak 

yang bertanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan, 

keadilan sosial, dan standar hidup layak bagi seluruh warga 
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negaranya. Konsep welfare state muncul sebagai respons dan 

antitesis terhadap konsep nachtwakerstaat atau “negara penjaga 

malam”. Negara tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus terlibat 

aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial untuk mencapai 

keadilan sosial dan memeratakan kesejahteraan.33 

Pemerintah memiliki kewenangan luas (melalui regulasi, 

kebijakan publik, dan pelayanan publik) untuk melakukan 

pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Fokus 

utamanya bukan sekadar kepatuhan pada undang-undang (hukum 

formal), tetapi pencapaian tujuan kemakmuran, kesehatan, 

pendidikan, dan lapangan kerja bagi masyarakat. Pemerintah 

menjalankan fungsi pelayanan publik (service public) untuk 

mengurus kepentingan umum guna mencegah kesengsaraan warga 

negara.34 

Indonesia menganut konsep welfare state yang tercermin dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yakni tujuan untuk “memajukan 

kesejahteraan umum” dan “menciptakan keadilan sosial”. Pasal 33 

dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan manifestasi langsung dari 

ideologi welfare state. Kehadiran negara diwujudkan melalui 

berbagai program jaminan sosial (seperti kesehatan dan pendidikan), 

                                                           
33 Jimly Assidiqie, Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, (Jakarta: Inn.Hill.Co, 

2017), hlm. 101. 
34 Adi Sulistiyono, Negara Hukum Kekuasaan, Konsep, Dan Paradigma Moral, (Solo: UNS 

Press,  2018), hlm. 69. 
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bantuan sosial, serta kebijakan publik lainnya yang bertujuan untuk 

memenuhi hak dasar warga negara.35 

Teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini karena 

model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia adalah 

manifestasi konkret dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Teori 

Negara Hukum modern. Negara Hukum menekankan perlunya 

pengawasan terhadap tindakan administrasi negara agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau maladministrasi. 

Mediasi Propartif berfungsi sebagai mekanisme pemulihan hak bagi 

warga negara yang dirugikan oleh maladministrasi. Pendekatan 

Partisipatif menjamin suara warga didengar, sementara pendekatan 

Progresif fokus pada solusi yang memulihkan hak tersebut secara 

cepat dan substantif. Ombudsman Republik Indonesia didirikan 

sebagai lembaga pengawas eksternal yang bersifat independen. Model 

Mediasi Propartifnya adalah instrumen non-litigasi yang efektif untuk 

mengoreksi penyimpangan dalam pelayanan publik tanpa melalui 

proses pengadilan yang formal, sehingga menjamin bahwa kekuasaan 

publik dijalankan sesuai hukum. 

2) Teori Wilayatul Mazalim  

Konsep Wilayatul Mazalim (sering disebut sebagai Madzalim) 

dari Al-Mawardi adalah salah satu kontribusi yang cukup penting 

dalam sejarah hukum tata negara Islam. Dalam kitab monumentalnya, 

                                                           
35 H Abustan, Hukum Konstitusi, Negara Dan Demokrasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  

2022), hlm. 143. 
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Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menempatkan lembaga ini 

sebagai instrumen vital untuk menjamin keadilan bagi rakyat yang 

tertindas oleh otoritas atau pihak yang lebih kuat. 

Wilayatul Mazalim adalah sebuah lembaga peradilan atau otoritas 

eksekutif yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang tidak bisa 

diselesaikan melalui jalur peradilan biasa (qadhi). Dalam pandangan 

Al-Mawardi, posisi Shahibul Mazalim (pejabat yang memimpin 

lembaga ini) berada di antara hakim dan penguasa. Ia memiliki 

kewenangan yang lebih luas daripada hakim biasa karena ia mampu 

memaksa eksekusi keputusan melalui tangan kekuasaan/militer, 

sesuatu yang sering kali tidak bisa dilakukan oleh hakim biasa dalam 

menghadapi pejabat tinggi atau pihak yang berpengaruh.36 

Tujuan utama lembaga ini adalah untuk menghilangkan Mazalim 

(ketidakadilan/kezaliman) yang dilakukan oleh penguasa atau Pejabat 

Negara, pihak yang memiliki kedudukan kuat termasuk pihak 

peradilan. Karena fungsinya yang berat dan krusial, Al-Mawardi 

menekankan bahwa pimpinan mahkamah ini harus memiliki 

kualifikasi khusus, yaitu memiliki wibawa yang besar untuk 

menundukkan pihak yang kuat atau membangkang, memiliki 

integritas moral yang tinggi, dan memiliki ketegasan dan keberanian 

dalam menegakkan kebenaran.37 

                                                           
36 Rifqi Qowiyul Iman, Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim Dan 

Hisbah (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), hlm. 161. 
37 Ibid, hlm. 163. 
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Fokus utama pada Wilayatul Mazalim adalah penyelesaian 

sengketa antara negara dan rakyat serta pelanggaran hukum oleh 

aparat/penguasa yang lebih bersifat yudisial/administratif. Secara 

historis dan teoritis, Wilayatul Mazalim sering dianggap sebagai cikal 

bakal dari sistem peradilan tata usaha negara atau lembaga 

Ombudsman dalam konteks negara hukum modern, yang bertujuan 

memastikan bahwa negara tetap berjalan sesuai koridor keadilan.38 

Lembaga Mazalim memiliki wewenang luar biasa (extraordinary 

power) yang tidak dimiliki oleh peradilan agama atau peradilan 

umum, seperti didukung langsung oleh kekuatan militer atau 

eksekutif agar putusannya langsung ditaati dan dieksekusi. Mampu 

memanggil pejabat tinggi dan menuntut pertanggungjawaban atas 

kekayaan atau tindakan mereka dan dapat menyelidiki bukti secara 

proaktif tanpa harus menunggu adanya gugatan formal dari korban.39 

3) Teori Hisbah 

Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, sebagaimana diuraikan 

secara mendalam dalam kitab Ihya’ Ulumuddin (khususnya pada bab 

Al-Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahy ‘an al-Munkar), Hisbah bukan 

sekadar pengawasan administratif, melainkan sebuah kewajiban 

moral dan sosial yang menjadi pilar eksistensi masyarakat. Berbeda 

dengan Al-Mawardi yang cenderung melihat Hisbah dari perspektif 

                                                           
38 Ibid, hlm. 164. 
39 Ibid. 
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tata kelola negara dan hukum publik, Al-Ghazali melihatnya dari 

perspektif etis-psikologis dan sosiologis.40 

Bagi Al-Ghazali, Hisbah adalah bentuk manifestasi dari perintah 

untuk “mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran” (Al-

Amr bi al-Ma’ruf wa an-Nahy ‘an al-Munkar). Al-Ghazali 

menekankan bahwa Hisbah adalah tiang penyangga agama. Jika 

lembaga ini ditiadakan, maka kekacauan akan merajalela, syariat 

akan ditinggalkan, dan kebodohan akan merajalela. Sehingga 

fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan sosial dan 

memastikan bahwa agama serta tatanan masyarakat tetap berada di 

atas koridor yang benar.41 

Al-Ghazali menguraikan empat elemen yang harus ada dalam 

praktik Hisbah agar efektif:42 

a) Muhtasib (Pelaku Hisbah) 

Orang yang menegur. Haruslah orang yang berilmu dan 

mengetahui apa yang benar dan salah, adil (tidak munafik), dan 

memiliki wara’ (kehati-hatian). 

b) Muhtasab ‘Alaih (Objek Teguran) 

Orang yang melakukan kemungkaran, teguran harus 

dilakukan dengan memperhatikan kadar kemungkarannya apakah 

masih rencana, sedang dilakukan, atau sudah selesai. 

                                                           
40 Liska Lis Sulistiani, Peradilan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 63. 
41 Ibid, hlm. 64. 
42 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah (Indramayu: Adab, 2024), 

hlm. 77. 
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c) Muhtasab Fih (Masalah/Kemungkaran) 

Harus berupa hal yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Al-

Ghazali menekankan untuk tidak mencari-cari kesalahan atau 

mengintip privasi orang lain (tajassus). 

d) Cara Melakukan Hisbah 

Harus melalui tahapan yang sistematis yaitu melalui 

pemberitahuan, pemberian nasihat, pemberian peringatan, dan ada 

tindakan paksaan. Jika cara lisan gagal, maka diperbolehkan 

tindakan fisik atau pelaporan kepada pihak berwenang, namun 

dengan catatan tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih 

besar daripada yang ingin dihentikan. 

Pelaku Hisbah sering terjebak dalam kesombongan. Seorang 

Muhtasib harus melakukan tugasnya karena rasa kasih sayang terhadap 

saudaranya yang menyimpang, bukan untuk merendahkan atau 

memuaskan ego pribadi. Jangan sampai niat memperbaiki justru 

menimbulkan kerusuhan yang lebih besar (mafsadah) daripada 

kemungkaran yang ingin diberantas. Jika tindakan hisbah justru akan 

memicu fitnah atau bahaya yang lebih besar, maka kewajiban tersebut 

gugur atau perlu ditunda.43 

Mengingat fokus penelitian ini ada pada Ombudsman dan 

penyelesaian pengaduan masyarakat, teori Hisbah dari Al-Ghazali 

dapat dilihat sebagai bentuk pengawasan berbasis komunitas atau 

                                                           
43 Ibid, hlm. 80. 
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social oversight. Dalam konteks modern, ini mencerminkan semangat 

whistleblowing atau pengawasan partisipatif masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

b. Middle Theory 

1) Teori Mediasi 

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu 

mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada 

peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan 

tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada 

pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa 

dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara 

adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak 

yang bersengketa.44 

Mediasi juga berasal dari Bahasa Inggris “mediation” yang artiya 

penyelesain sengketa yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penengah, 

atau penyelesain sengketa secara menengahi, yang menengahinya 

dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Dalam proses 

mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang 

bersengketa, yang merupakan kesepakatan (konsensus) bersama yang 

diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui 

proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan 

dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tersebut, 

                                                           
44 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum 

Nasional (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 2. 
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hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga besifat final 

dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.45 

Menurut Garry Goopaster, definisi mediasi yakni sebagai proses 

negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak 

(imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk 

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang 

memuaskan. Mediasi tidak hanya terbatas pada pengertian bahasa, 

melainkan gambar keseluruhan terkait proses kegiatan mediasi, serta 

tujuan dilakukannya mediasi tersebut. Beliau menekankan bahwa 

mediasi adalah proses negoisasi di mana pihak ketiga melakukan 

dialog dengan pihak yang bersangkutan dan mencoba mencari 

kemungkinan penyelesasian dari sengketa yang dimaksudkan.46 

Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam 

sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang netral, tidak memihak, 

dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki 

kewenangan mengambil keputusan, melainkan membantu para pihak 

mencapai kesepakatan sukarela yang saling menguntungkan47 Menurut 

Retnowulan Sutantio, mediasi didefinisikan sebagai pemberian jasa, 

baik dalam bentuk saran maupun bantuan, untuk menyelesaikan 

                                                           
45  Rachmadi Usman, Mediasi Di Pengadilan : Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), hlm. 24. 
46 Garry Goopaster, Negoisasi Dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi Dan Penyelesaian 

Sengketa Melalui Negoisasi (Jakarta: Elips Project, 1993), hlm. 201. 
47  Hasudungan Sinaga, Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

(Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024), hlm. 86. 



36 
 

 

sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat 

oleh para pihak sebagai mediator.48  

Pengertian mengenai mediasi terdapat pula pada Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan 

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

mediator. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (APS) yang melibatkan pihak ketiga netral. Berbeda dengan 

litigasi di pengadilan yang bersifat memutus (win-lose), mediasi 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan sukarela yang menguntungkan 

kedua belah pihak (win-win solution).49 

Berdasarkan uraian mengenai teori mediasi tersebut dapat diartikan 

bahwa dalam mediasi terdapat beberapa karakteristik, yaitu:50  

a) Imparsial: Mediator netral dan tidak memihak 

b) Voluntary (Sukarela): Kesepakatan didasarkan pada keinginan para 

pihak. 

c) Proses Negosiasi: Mediasi adalah bentuk negosiasi yang dibantu 

pihak ketiga. 

                                                           
48  Maskur Hidayat, Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 53. 
49  Endang Hadrian, Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan 

Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 

85. 
50 Ibid, hlm. 89. 
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d) Win-win Solution: Menghasilkan kesepakatan damai yang saling 

menguntungkan. 

e) Rahasia: Proses berlangsung secara tertutup atau informal.  

Teori mediasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan Model 

Mediasi Propartif yang dikembangkan oleh Ombudsman Republik 

Indonesia. Secara teoretis, Propartif (Proaktif dan Partisipatif) 

merupakan evolusi dari model mediasi konvensional yang disesuaikan 

dengan karakteristik sengketa publik atau maladministrasi. 

2) Teori Keadilan 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia 

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat 

sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan 

tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada 

dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, 

adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika 

seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu 

tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala 

keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke 

tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh 

masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.51 

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea 

menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi 

                                                           
51 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 85. 
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Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis 

pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata 

lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers 

menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping 

keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, 

yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu 

menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan 

antara dua pihak.52 

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat 

dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah 

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan 

atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara 

dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang 

luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang 

mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan 

perjanjian di sini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan 

terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada 

satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan 

kesejahteraan publik.53 

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa 

diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang 

                                                           
52  Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme) 

(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241. 
53 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

hlm. 217-218. 
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diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia 

sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil- kecilnya. 

Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin 

meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau 

keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin 

meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu 

usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan 

semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam 

menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering 

semakin efektif.54 

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu 

yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa 

berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan 

kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan 

toleransi.55 

Teori keadilan merupakan pilar fundamental dalam menganalisis 

Model Mediasi Propartif (Progresif dan Partisipatif) yang diterapkan 

oleh Ombudsman Republik Indonesia. Mengingat Ombudsman 

berfokus pada pengawasan pelayanan publik dan penanganan 

maladministrasi, Model Propartif ini secara teoritis merupakan upaya 

Ombudsman untuk mewujudkan “Keadilan bagi Semua” (Justice for 

All) dengan cara memutus kebuntuan formalisme hukum yang 

                                                           
54 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 174. 
55 Ibid, hlm. 175. 
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seringkali gagal menyentuh inti permasalahan pelayanan publik di 

lapangan. 

c. Applied Theory 

Pada bagian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori Maqāşid 

Syariah sebagai applied theory dalam penelitian ini. Maqāşid al-syari’ah 

adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan 

hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqāşid alsyari’ah adalah 

maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah 

Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan 

tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi 

kepada kemaslahatan umat manusia.56 

Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti 

mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah 

untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan 

mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. 

Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai 

kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual 

dan sosial.57 

Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Al-Syâthibi 

ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh 
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Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia. 

Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila 

dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, al-Syâthibi dan juga 

ulama-ulama lainnya, membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu 

aldharüriyyât (primer), al-hâjiyyât (sekunder), dan al-tahsiniyyât 

(tersier). Dalam tingkatan pertama terkait dengan aldharüriyyât (primer) 

terdapat kemaslahatan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-

nasb (keturunan), hifz al-‘aql (akal), dan kemaslahatan hifz al-mâl (harta) 

sebagai prioritas utama. Pemeliharaan dalam bentuk al-håjiyah, sebagai 

prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk al-tahsiniyah, sebagai 

prioritas ketiga. 58 

Berikut adalah uraian terkait dengan tingkatan aldharüriyyât 

(primer): 

1) Memelihara agama 

Agama termasuk nikmat Allah yang paling sempurna dan tinggi. 

Islam menjaga hak dan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap 

penganut agama memiliki hak atas agama dan madzabnya, ia tidak 

boleh ditekan untuk beralih dari keyakinannya untuk masuk agama 

Islam, juga tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju 

agama atau mazhab lainnya.59 

Agama yaitu sesuatu yang harus dipunyai oleh manusia agar 

dapat mempertinggi martabatnya dari makhluk lain, dan juga 

                                                           
58 Busyro, Maqashid Al-Syariah (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 11. 
59 Ahmad Al-Mursin Husain Jauhar, Maqashid Syariah (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1. 
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pemenuhan hajat jiwa. Agama Islam termasuk nikmat Allah SWT 

yang paling sempurna dan tinggi, sebagaimana yang diterapkan di 

dalam QS. Al-Maidah:3:60 

 

Artinya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 

(daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang 

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam 

binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan 

pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi 

nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi 

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 

untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai 

Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, 

bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

Agama (Islam) wajib dipelihara dari ancaman individu yang tidak 

bertanggung jawab yang ingin merusak aqidah, ibadah, dan 

akhlaknya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran agama 

Islam dari berbagai paham aliran secara bathil. Pengalaman ajaran 

Islam secara keseluruhan dan utuh, baik yang memiliki hubungan 

                                                           
60 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Jakarta: Darus Sunnah, 2015), 

hlm. 98. 
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dengan antar manusia, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW 

termasuk rahmat yang patut disyukuri. 

Dalam pemeliharaan agam selain berkaitan dengan ayat suci Al-

Qur’an juga didasarkan pada Hadis Bukhari (HR. Bukhari) yang 

menyebutkan, “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka 

bunuhlah ia.” Hadis ini secara tekstual menunjukkan ketegasan dalam 

menjaga integritas agama sebagai fondasi masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan perintah Rasullulah SAW yang menekankan pentingnya 

menjaga keyakinan dan kemurnian ibadah sebagai tujuan utama 

syariat.61  

 

2) Memelihara Jiwa 

Hak yang paling utama dan pertama dalam Islam yang harus 

diperhatikan yaitu hak yang disucikan, hak hidup, dan tidak boleh 

dimusnahkan kemuliannya, sehingga tidak heran jiwa manusia 

disyariatkan Allah harus dijaga, diperhatikan, diperhatikan, 

dimuliakan, dan tidak dihadapkan dengan sumber kehancuran. 

Kehidupan atau jiwa adalah hal pokok dari segalanya sebab 

keseluruhan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Maka dari itu, jiwa 

harus dipelihara juga ditingkatkan eksistensi. Dalam Hadis An-Nasa’i 

dan Tirmidzi disebutkan bahwa, “Lenyapnya dunia lebih ringan bagi 

Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” Hal ini 

                                                           
61  Annisa Kartika Ocktavia, “The Existence of Maqashid Syariah Principles on Fintech 

Islamic Securities Crowdfunding (I-SCF) (Study at PT. Shafiq Digital Indonesia),” Jurnal Al-Infaq 

vol. 15, no. 1 (2024): 15–29. DOI: https://doi.org/10.32507/ajei.v1i1.2664. 
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menandakan bahwa Keamanan nyawa manusia adalah prioritas 

tertinggi dalam Islam.62 

Dasar hukum mengenai pemeliharaan jiwa ada dalam QS. At-

Tahrim:6, berikut uraiannya: 

 

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 

adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.63 

 

 

 

3) Memelihara Akal 

Akal dijadikan sumber pengetahuan (pengetahuan), cahaya mata 

hati, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat. Adanya akal, surah perintah dari Allah SWT diberikan, 

adanya akal juga manusia memiliki hak sebagai pemimpin di muka 

bumi dan manusia yang lebih mulia, sempurna, dan beda dengan 

makhluk lain. Dalm Hadis Muslim, disebutkan bahwa, “Setiap yang 

memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.”Hal ini 

dapat diartikan bahwa syariat melarang segala sesuatu yang dapat 
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merusak fungsi akal sehat manusia agar manusia tetap mampu 

membedakan yang baik dan buruk.64  

Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Maidah:90: 

 

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, 

berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 

panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, 

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.65 

 

4) Memelihara Keturunan 

Keturunan adalah insting atau gharizah untuk semua makhluk, di 

mana keturunan tersebut dijadikan kelanjutan hidup generasi manusia. 

Yang dimaksudkan pelanjutan jenis manusia ini yaitu pelanjutan jenis 

manusia di keluarga yakni melalui adanya perkawinan secara sah. 

Perintah Allah untuk upaya jalbul manfa’at yaitu menjalani 

pernikahan. Islam mengatur pernikahan dan melarang perzinaan untuk 

menjaga kejelasan nasab dan martabat manusia, hal ini terkait dengan 

Hadis Bukhari dan Muslim, “Wahai para pemuda, barangsiapa di 

antara kalian yang mampu, maka menikahlah. Karena itu lebih 

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...”66 

5) Memelihara Harta 

                                                           
64 Amir Syariffudin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 236. 
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Harta termasuk kebutuhan inti dari kelangsungan hidup manusia, 

dikarenakan manusia sulit untuk dipisahkan darinya. Pemeliharaan 

harta pada dasarnya seluruh harta benda itu kepunyaan Allah, akan 

tetapi Islam pula mendapat pengakuan hak pribadi seorang individu. 

Maka dari itu, manusia sangatlah tama’ pada harta benda, maka ia rela 

mengusahakan dengan apapun, sehingga Islam menegaskan agar 

jangan sampai adanya bentrokan dengan lainnya. Allah memberi 

perintah untuk memelihara dan mewujudkan harta melalui cara 

berusaha. Perlindungan hak milik pribadi merupakan bagian penting 

dari keadilan sosial dalam syariat. Hal ini sejalan dengan Hadis 

Bukhari dan Muslim, “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan 

kehormatanmu adalah haram (suci) bagimu...” Sebagaimana diatur 

dalam QS.Al-Jumu’ah:10:67 

 

Artinya: 

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, 

carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar 

kamu beruntung.68 

 

 

Jasser Auda memaknai Maqāşid Syariah sebagai tujuan, hikmah, dan 

konsep moral di balik hukum Islam, bukan sekadar pelestarian lima unsur 

pokok klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Ia memperkenalkan 
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pendekatan sistem yang memandang hukum Islam fleksibel, terbuka, dan 

berfokus pada kemaslahatan manusia, keadilan, serta pengembangan hak 

asasi manusia modern. Auda mengkritik pendekatan Ushul Fiqh klasik 

yang dianggap atomistik (terpecah-pecah) dan tekstual. Ia menawarkan 

pendekatan sistem di mana maqāşid dilihat sebagai bagian dari kesatuan 

yang saling berinteraksi (kekognitifan, keterbukaan, keterkaitan, dan 

hierarki). Auda menggeser fokus maqāşid dari sekadar “penjagaan” 

(pelestarian) menjadi “pengembangan” dan “pemuliaan” manusia. 

Maqāşid digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer yang 

kompleks, menjadikan hukum Islam dinamis dan tidak kaku.69 

Dalam buku Jasser Auda yang berjudul “Membumikan Hukum 

Islam”, diungkapkan bahwa terdapat evolusi  teori-teori dan konsepsi-

konsepsi Maqasid di mana evolusi teori dan konsepsi tersebut saat ini 

lebih selaras dengan isu-isu masa kiri dibandingkan konsepsi-konsepsi 

klasik. Teori Maqāşid kontemporer menunjukkan, bahwa hifzun-nasli 

(hifz al-nasl), yang berarti pelestarian keturunan, berkembang menjadi 

kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem 

sosial Islami madani. Adapun hifzul-aqli (hifz al-aql), yang berarti 

pelestarian akal, berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah 

dan perjalanan menuntut ilmu.70 

Dalam teori Maqasid kontemporer, juga terdapat konsep hifzul-irdi 

(hifz al-“ird), yang berarti pelestarian kehormatan, konsep ini kemudian 

                                                           
69 Jasser Auda, Maqashid Syariah A Beginner’s Guide (London: Cromwell Press, 2008), 

hlm. 17. 
70 Ibid, hlm. 18. 
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berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak 

asasi manusia. Di sisi lain, hifzu-ddin (hifz al-din), yang berarti 

pelestarian agama, berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam 

ekspresi-ekspresi kontemporer. Sedangkan hifzulmali (hifz al-mal), yang 

berarti pelestarian harta berkembang menjadi pengembangan ekonomi 

dan menekan jurang antar kelas. Dalam buku Jasser Auda ini juga 

ditekankan mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia atau SDM 

sebagai ekspresi kontemporer dari kemaslahatan, yang dapat diukur 

secara empiris melalui target-target perkembangan SDM.71 

Pada dasarnya teori Maqāşid Syariah menurut Jasser Auda telah 

menggeser fokus dari sekadar kepatuhan tekstual kaku menuju 

pendekatan sistem yang dinamis, rasional, dan kontekstual. Auda 

menekankan kemaslahatan (kebaikan umum), keadilan, dan 

pengembangan hak asasi manusia sebagai inti hukum, bukan hanya 

perlindungan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). 

Auda berpendapat bahwa Hukum Islam sebagai sebuah sistem yang 

saling berkaitan, terbuka, utuh, dan memiliki tujuan, bukan sekumpulan 

aturan terpisah. Maqāşid tidak lagi sekadar “melindungi” (hifz) lima 

unsur pokok, tetapi “mengembangkan” dan “memuliakan” manusia. 

Auda mengkritik pendekatan ushul fiqh yang terlalu reduksionis (kaku) 

dan fokus pada teks, lalu menggantinya dengan pendekatan yang 

berorientasi pada hikmah dan kemaslahatan umat. Dengan pendekatan 
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ini, Jasser Auda berupaya menjadikan fikih lebih aplikatif, adil, dan 

mampu menjawab persoalan modern yang kompleks.72 

Teori maqasid Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan 

pemikiran dari maqasid klasik. Adapun dalam maqasid klasik mengarah 

kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam maqasid 

kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke arah yang lebih 

universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap 

harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan 

sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, 

keadilan, dan lain sebagainya.73 

Jasser Auda berpendapat bahwa maqasid hukum Islam merupakan 

tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad ushul fiqh secara linguistik 

maupun nalar. Penerapan maqasid dari sudut pandang sistem lebih 

mengedepankan ke arah keterbukaan, novelty, realisme, dan fleksibelitas 

dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, dalam hal keabsahan suatu 

ijtihad maupun suatu hukum harus berdasarkan pada tingkatan realisasi 

maqasid al-syariah. Sehingga hasil dari ijtihad atau konklusi hukum yang 

mencapai maqasid, wajib untuk disahkan. Proses ijtihad menjadi proses 

yang efektif dalam perwujudan maqasid hukum. Kajian Jasser Auda 

secara menyeluruh dapat menunjukkan bentuk aktualisasi prinsip 

pertahanan khazanah masa lalu dan pengambilan khazanah masa kini. 
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Hal tersebut dianggap efektif-fungsional bagi perbaikan hukum Islam 

secara kontemporer.74 

Jasser Auda mengartikan metodologi maqasid al-syariah sebagai 

cara kerja yang muncul dari akal manusia dengan metode berfikir yang 

bermula dari parsial menuju ke arah yang holistik atau menyeluruh, juga 

bermula dari nalar klasik menuju ke nalar kontemporer yang bercorak 

pengembangan, inovasi dan novelty. Metodologi maqasid syariah 

merupakan manhaj wasathy yang mencoba untuk mengambil jalan 

tengah antara dua metodologi yang saling menegaskan yakni manhaj 

harfi zahiry yang menolak semua hal baru, dengan manhaj tafkiki tarikhy 

yang melebur sejarah Islam dengan melahirkan hal baru yang 

bertentangan dengan Islam. Pada praktiknya, suatu idealisme harus 

diturunkan sehingga bertransformasi menjadi sebuah kebijaksanaan. Hal 

tersebut akan menghasilkan hukum Islam yang dinamis, selanjutnya 

lahirlah qiyas, istihsan, istislah dan juga ‘urf.75 

Dalam bukunya Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: 

A Systems Approach, Jasser Auda menjelaskan maqāşid syariah (tujuan-

tujuan syariat) tidak sekadar sebagai bagian dari cabang ilmu metodologi 

hukum Islam (Ushul Fiqh), melainkan memposisikannya sebagai filosofi 

dasar yang menjadi jantung dari hukum Islam itu sendiri: 

In this pathbreaking study, Dr. Jasser Auda presents a 

systems approach to the philosophy and juridical theory of Islamic 

law based on its purposes, principles, higher objectives, and ends. 

                                                           
74 Ibid. 
75 Ibid. 



51 
 

 

For Islamic rulings to fulfil their purposes of justice, equality, human 

rights, development, and civility in today’s context, the author places 

maq¥|id, as the group of divine intents and moral concepts, at the 

heart and basis of Islamic law. He introduces a novel method of 

analysis, classification, and critique that utilises relevant features 

from systems theory such as wholeness, multidimensionality, 

openness, cognitive nature, and especially ‘purposefulness’ of 

systems. More broadly, this systematic methodological approach has 

implica-tions for the reconstruction of the law, human rights 

institutions, civil society, and governance anchored in Islamic 

principles and juridical thought.76 

 

Auda mengkritik penerapan hukum Islam yang selama ini cenderung 

reduksionis, kaku, berpusat secara harfiah (literal) pada teks, dan 

mengabaikan fungsi moral serta sosial dari hukum tersebut:  

Without incorporating relevant ideas from other disciplines, 

research in the fundamental theory of Islamic law will remain within 

the limits of traditional literature and its manuscripts, and Islamic 

law will continue to be largely ‘outdated’ in its theoretical basis and 

practi-cal outcomes. The relevance and need for a multidisciplinary 

approach to the fundamentals of Islamic law is one of the arguments 

of this book. 

 

Sebagai solusinya, ia menawarkan pendekatan yang 

mengintegrasikan teori sistem (systems theory) dengan maqāşid syariah 

untuk menjadikan hukum Islam lebih dinamis, holistik, rasional, dan 

relevan dengan tantangan masa kini. Berikut adalah penjelasan gagasan 

utama Jasser Auda mengenai maqāşid syariah dalam buku tersebut:77 

a. Pergeseran Makna: Dari “Penjagaan” (Preservation) Menjadi 

“Pengembangan” (Development) dan Hak Asasi Manusia Auda 

merumuskan ulang pemahaman terhadap lima unsur pokok klasik 

                                                           
76 Jasser Auda, Op.Cit, hlm. 76. 
77 Ibid. 



52 
 

 

hukum Islam (al-dharuriyyat al-khamsah) yang sebelumnya dipahami 

secara defensif hanya sekadar untuk menjaga dan menghukum, 

menjadi orientasi pada pengembangan, pemuliaan manusia, dan hak 

asasi secara modern. Pergeseran ini mencakup: 

1) Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din): Bergeser dari sekadar 

penetapan hukuman bagi orang murtad menjadi jaminan 

perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan (freedom of belief). 

2) Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs): Bergeser dari sekadar hukum 

qishash (hukuman mati/balas dendam) menjadi komitmen pada 

perlindungan martabat, harga diri, dan hak asasi manusia. 

3) Pemeliharaan Akal (Hifz al-Aql): Tidak sekadar dimaknai sebagai 

larangan meminum khamar (mabuk), melainkan berkembang 

menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, mendorong upaya 

menuntut ilmu, dan memberantas mentalitas anti-rasional ikut-

ikutan. 

4) Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl): Berkembang dari aturan 

pencegahan zina menjadi kepedulian pada institusi keluarga, 

perlindungan hak-hak perempuan, dan pengembangan sistem sosial 

yang beradab,. 

5) Pemeliharaan Harta (Hifz al-Mal): Bergeser dari sekadar hukuman 

bagi pencuri menjadi pembangunan ekonomi, penyediaan bantuan 

sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta upaya 

memangkas kesenjangan kelas ekonomi,. Bahkan Auda 
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mengusulkan bahwa pembangunan sumber daya manusia adalah 

ekspresi kontemporer utama dari kemaslahatan. 

b. Kebertujuan (Purposefulness) Sebagai Kriteria Utama Validitas 

Ijtihad Dalam teori sistem Auda, “kebertujuan” adalah fitur yang 

paling esensial. Maqāşid syariah diukur bukan dari seberapa ketat 

hukum itu mengikuti prosedur formal bahasa dan logika deduktif 

klasik, melainkan sejauh mana hukum tersebut merealisasikan nilai 

keadilan, rahmat, dan kebaikan umum di Masyarakat. Mengutip Ibnu 

al-Qayyim, Auda menegaskan bahwa jika ada suatu putusan hukum 

yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, atau mengubah 

rahmat menjadi sebaliknya, maka aturan tersebut tidak bisa dianggap 

sebagai bagian dari Syariat Islam, meskipun diklaim demikian melalui 

interpretasi tertentu. 

c. Menerapkan “Pendekatan Sistem” (Systems Approach) pada Hukum 

Islam Auda menggunakan fitur-fitur teori sistem untuk memperbaiki 

metodologi hukum Islam. Fitur tersebut antara lain: 

1) Sifat Kognitif (Cognitive Nature): Auda memisahkan secara tegas 

antara Syariat (wahyu Ilahi yang suci) dengan Fiqh 

(pemahaman/kognisi manusia atas wahyu). Karena Fiqh adalah 

kognisi buatan akal manusia (fÏ dhihn al-faqÏh), pemahaman ini 

bersifat plural, bisa keliru, dan sah untuk diubah atau diperbarui 

seiring berjalannya waktu. 
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2) Kemenyeluruhan (Holism): Menolak pembacaan dalil secara 

sepotong-sepotong (atomistik). Teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah 

harus dipahami secara menyeluruh dan tematik (holistik) untuk 

menyatukan hukum dengan nilai moralitas dan spiritualitas. 

3) Keterbukaan (Openness): Hukum Islam adalah sistem yang harus 

terus hidup. Keterbukaan ini mewajibkan para ahli hukum untuk 

memiliki worldview (pandangan dunia) yang kompeten, dengan cara 

mengintegrasikan sains alam dan ilmu sosial kontemporer ke dalam 

perumusan hukum, sehingga hukum Islam tidak terisolasi dari 

realitas saintifik modern. 

4) Multidimensi (Multi-dimensionality): Mengatasi kebuntuan hukum 

akibat pemikiran biner (hitam-putih) para yuris klasik. Hal ini 

digunakan untuk menyelesaikan teks-teks yang seolah saling 

bertentangan (ta’arudh) dengan mempertimbangkan ragam dimensi 

seperti konteks historis, sosiologis, dan tujuan di balik teks, alih-alih 

saling membatalkan salah satunya secara sewenang-wenang. 

Melalui buku ini, Jasser Auda merombak maqāşid syariah dari 

sekadar “hikmah di balik teks” menjadi sebuah filosofi dan metodologi 

kerja (manhaj) yang memandu hukum Islam agar selalu berwajah 

humanis, berorientasi pada hasil nyata bagi pemuliaan manusia, dan 

responsif terhadap peradaban modern. 

Therefore, al-maqāşid structure is best described as a ‘multi-dimen-

sional’ structure, in which levels of necessity, scope of rulings, scope 

of people, and levels of universality are all valid dimensions that 

represent valid viewpoints and classifications. More elaboration on 
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the concept of ‘multi-dimensionality’ is provided in the next chapter 

on systems theory and philosophy. The above twentieth-century 

views also show that al-maqāşid al-sharÏ¢ah are, actually, 

representations of each scholar’s own viewpoint for reform and 

development of the Islamic law, despite the fact that all these al-

maqāşid were ‘induced’ from the scripts. This fusion of the scripts 

and contemporary needs for reform gives al- al-maqāşid special 

significance. I view al-maqāşid as one of today’s most important 

intellec-tual means and methodologies for Islamic reform. It is a 

methodology from ‘within’ the Islamic scholarship that addresses 

the Islamic mind. 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Maqāşid Syariah 

terutama menurut pandangan Jasser Auda, sebab pandangan Jasser Auda 

memberikan gambaran bahwa Maqāşid Syariah tidak bersifat kaku dan 

dapat dikaitkan dengan berbagai bidang kehidupan yang dalam hal ini 

peneliti kaitkan dengan model mediasi propartif Ombudsman Republik 

Indonesia. Dalam pandangannya, Maqāşid Syariah bersifat  permuliaan 

kemaslahatan umat manusia dan memberikan rasa adil bagi masyarakat. 
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2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

MODEL MEDIASI PROPARTIF (PROGRESIF DAN PARTISIPATIF) DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) 

Landasan Teoritis: 

1. Teori Negara Hukum dan Teori Wilayatul Mazalim 

serta Teori Hisbah (Grand Theory) 

2. Teori Mediasi dan Teori Keadilan (Middle Theory) 

3. Teori Maqashid Syariah (Applied Theory) 

Landasan Konseptual: 

1. Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan 

2. Prinsip Islah, Sulh, dan Maqashid Syariah 

Pengaturan Hukum 

Mediasi Propartif 

Ombudsman RI 

Implementasi Mediasi 

Propartif 
Rekonstruksi Pengaturan 

Hukum dan Rekonsepsi 

Model Mediasi Propartif 

Analisis peraturan tentang 

Mediasi Propartif 

Ombudsman RI 

Identifikasi Kelemahan dan 

Tantangan 
Model ideal mediasi 

propartif berbasis Hukum 

Islam 
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Pada gambar bagan kerangka konseptual tersebut dapat diuraikan bahwa 

penelitian ini memiliki judul berkaitan dengan model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia dalam perspektif Hukum Islam 

(Rekonstruksi Pasal 7 UU No 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia). Guna melakukan analisis terhadap permasalahan ini, 

terdapat kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai landasan dalam 

analisis permasalahan. Teori yang digunakan terdiri dari teori negara hukum, 

teori mediasi, teori keadilan dan teori maqāşid syariah.  

Analisis permasalahan terbagi menjadi tiga jenis yaitu pertama mengenai 

analisis peraturan hukum terkait dengan model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia. Dalam permasalahan pertama ini 

dilakukan analisis secara normatif terkait dengan permasalahan tersebut 

yang lebih menekankan pada analisis peraturan tentang Mediasi Propartif 

Ombudsman Republik Indonesia.  

Kedua, permasalahan terkait dengan implementasi model mediasi 

proaprtif Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan 

permasalahan. Untuk mengetahui perihal implementasi tersebut dilakukan 

penelitian hukum empiris dengan memperoleh data-data primer di lapangan. 

Setelah mengetahui perihal penerapan model mediasi propartif, peneliti 

dapat mengidentifikasi kelemahan dan juga tantangannya.  

Ketiga adalah permasalahan terkait rekonstruksi pengaturan hukum 

terkait model mediasi propartif yang terkhusus dalam hal ini adalah Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
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2009. Selain melakukan rekonstruksi, dalam permasalahan ketiga dilakukan 

rekonsepsi model mediasi propartif yang ideal dalam perspektif hukum 

Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan usulan 

terkait model mediasi propartif yang adil dan efektif dalam menyelesaikan 

pengaduan masyarakat dengan berbasis nilai kemaslahatan, selaras dengan 

prinsip hukum Islam serta memperkuat fungsi pengawasan pelayanan 

publik. 

Konsep maslahah apabila dikontekstualisasikan ke dalam ranah 

pelayanan publik, memiliki padanan konseptual dengan istilah Public 

Interest (Kepentingan Publik) sebagaimana dikenal dalam ilmu 

pemerintahan dan hukum administrasi negara modern. Public Interest 

dimaknai sebagai kepentingan bersama yang harus menjadi orientasi utama 

setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, melampaui 

kepentingan sektoral, personal, maupun kelompok tertentu.  

Titik temu antara maslahah dalam fikih Islam dan Public Interest dalam 

wacana pemerintahan modern terletak pada watak keduanya yang sama-

sama berorientasi pada kemanfaatan kolektif (collective benefit) dan 

penolakan terhadap kemudaratan (mafsadah/harm) bagi masyarakat luas. 

Perbedaannya, jika Public Interest dalam hukum tata negara Barat umumnya 

dibangun di atas basis rasionalitas kepentingan umum yang bersifat sekular, 

maka maslahah memberikan basis aksiologis yang lebih mendalam, karena 

kemaslahatan yang dimaksud tidak semata diukur dari kemanfaatan duniawi, 

melainkan juga keselarasannya dengan nilai memelihara agama (hifz al-din), 
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jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-’aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz 

al-mal) sebagaimana termaktub dalam al-kulliyat al-khamsah.  

Berdasarkan hal tersebut, ketika istilah maslahah digunakan dalam 

pembahasan mengenai model Mediasi Propartif pada disertasi ini, istilah 

tersebut secara epistemologis dioperasionalkan sebagai Public Interest, yaitu 

kepentingan publik yang menjadi tolok ukur (mizan) keberhasilan setiap 

kebijakan, rekomendasi, maupun kesepakatan yang dihasilkan dalam proses 

penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya memiliki metode pendekatan 

tertentu yang merupakan suatu metode yang akan memberikan 

kemudahan untuk melakukan penelitian dan juga menguraikannya dalam 

suatu analisis permasalahan. Hasil penelitian digunakan sebagai acuan 

bagi peneliti untuk memberikan kesimpulan akhir disertai dengan 

pemberian saran, di mana akhirnya penelitian tersebut dapat disajikan 

kepada tim penguji pada saat ujian.78 

Penelitian hukum menurut Soetandyo terbagi menjadi dua jenis 

yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian yang melakukan 

perubahan keadaan dengan cara analisis pada berbagai bagian hukum dan 

juga melakukan penawaran berkaitan dengan penyelesaian permasalahan 

                                                           
78 Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum, (Makassar: Social Politics Genius,2020), hlm. 

11. 



60 
 

 

dan penelitian empiris yakni penelitian yang didasarkan pada konsep 

yang terjadi di lapangan. Pada penelitian empiris, akan didasarkan pada 

wawancara yang dilakukan kepada narasumber.79 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum dengan metode 

campuran (mixed methods) yaitu penggabungan dua jenis metode 

penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

empiris. Penelitian ini  meneliti hukum sebagai sistem norma yang 

tertulis di mana fokus utamanya adalah inventarisasi hukum positif, 

sinkronisasi peraturan, dan penemuan asas-asas hukum melalui studi 

pustaka. Selain itu penelitian ini juga didasarkan pada efektivitas hukum, 

kepatuhan masyarakat, atau dampak sebuah kebijakan yang diperoleh di 

lapangan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma-norma hukum 

secara doktrinal (normatif), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum 

tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat melalui data 

empiris.80  

Dalam konteks penelitian hukum, penggunaan mixed methods juga 

dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Oleh karena 

itu, penelitian hukum dengan metode campuran sering digunakan dalam 

studi kebijakan hukum, efektivitas peraturan, serta rekonstruksi model 

hukum yang membutuhkan data normatif dan empiris secara 

                                                           
79  Suyanto, Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan 

Gabungan), (Jakarta: Unigres, 2022), hlm. 70. 
80 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

2014), hlm. 51. 
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bersamaan. 81  Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan model 

mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia dalam perspektif 

Hukum Islam. 

Metode penelitian yuridis normatif, fokus kajiannya adalah 

menganalisis landasan regulasi mediasi propartif, kedudukan hukumnya, 

serta kesesuaian norma tersebut dengan prinsip keadilan dengan objek 

penelitiannya terkait dengan aturan hukum positif seperti UU No. 37 

Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman No. 58 Tahun 2023. 

Sedangkan dalam Perspektif Hukum Islam, penelitian normatif menelaah 

sumber hukum Islam secara tekstual, yaitu ayat-ayat Al-Qur’an dan 

Hadis yang berkaitan dengan konsep Islah (perdamaian), Tahkim 

(arbitrase), dan peran Hakam. 

Metode penelitian yuridis empiris, fokus kajiannya adalah 

mengevaluasi implementasi model mediasi propartif dalam menangani 

laporan masyarakat, prosedur yang dijalankan, hambatan yang ditemui, 

serta efektivitas penyelesaian laporan tersebut. Dalam penelitian empiris, 

dilakukan penelitian lapangan di lokasi penelitian secara langsung 

dengan disertai proses wawancara dengan para narasumber. Penelitian 

empiris dilakukan dengan mengamati praktik penanganan 

maladministrasi secara langsung dan interaksi antara penyelenggara 

layanan publik dengan masyarakat.  

                                                           
81 Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 53. 
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Penggabungan kedua aspek ini bertujuan untuk menjembatani 

kesenjangan antara apa yang tertulis dalam undang-undang dengan 

kenyataan pelayanan publik di masyarakat, guna merumuskan 

rekonstruksi hukum yang ideal. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pada sebuah penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan 

penelitian yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis 

(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), 

dan pendekatan konseptual (conseptual approach).  Pada penelitian ini 

menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut 

dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-

undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan 

regulasi. 82  Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan sebab penelitian ini melakukan kajian terhadap beberapa 

peraturan perundang-undangan untuk menelaah konsistensi dan 

kesesuaian antar undang-undang tersebut yang berkaitan dengan 

model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia dalam 

perspektif Hukum Islam.  

                                                           
82 Nelvitia Purba, Metodologi Penelitian Hukum,  (Medan: Gerai Pusmed Publishing, 2024), 

66. 
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2) Pendekatan Konseptual (conseptual approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.83 Pendekatan ini menjadi solusi atas 

permasalahan berkaitan dengan model mediasi propartif Ombudsman 

Republik Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. 

3) Pendekatan Sejarah (Historical Approach) 

Pendekatan sejarah adalah salah satu metode dalam penelitian 

ilmiah yang fokus pada pengkajian peristiwa, fenomena, atau institusi 

di masa lampau untuk memahami perkembangan dan asal-usulnya 

hingga menjadi bentuk yang sekarang. Pendekatan dalam sejarah 

adalah metode atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami, 

menganalisis, dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara 

sistematis. Pendekatan utama meliputi metode historis (heuristik, 

kritik, interpretasi, historiografi), serta pendekatan interdisipliner 

                                                           
83 Budi Juliardi, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Beta Offset, 2023), hlm. 43. 
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menggunakan ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan politik 

untuk memahami struktur sosial dan perubahan.84 

4) Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum adalah metode 

untuk membandingkan sistem hukum atau peraturan dari dua negara 

atau lebih untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan guna 

menjawab suatu permasalahan hukum. Tujuannya adalah untuk 

memahami suatu isu hukum secara lebih luas, menemukan solusi 

terbaik, dan memberikan saran atau rekomendasi kebijakan yang 

didasarkan pada praktik hukum negara lain.85 Penelitian ini melakukan 

perbandingan mengenai model mediasi yang dilakukan di negara 

Belanda, model mediasi Islam, dan model mediasi propartif. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek spesifik di mana sebuah 

penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi guna 

memecahkan permasalahan penelitian. Lokasi ini bisa berupa lingkungan 

fisik  atau lingkungan sosial yang dicirikan oleh pelaku, tempat, dan 

kegiatan yang dapat diamati.86  Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian yaitu Ombudsman Republik Indonesia pada kantor perwakilan 

Kalimantan Selatan yang terletak di Jalan Letjen S.Parman Nomor 57, 

Antasan Besar, Banjarmasin. 

                                                           
84 Ibid, hlm. 46. 
85  Sunarno Edy Wibowo, Metode Penelitian Hukum (Skripsi, Tesis Dan Disertasi), 

(Surabaya: Narotama Univeristy Press, 2023), hlm. 67. 
86 Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (Semarang: The 

Mahfud Ridwan Institute, 2021), hlm. 42. 
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3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan, yaitu orang atau 

kelompok yang memberikan informasi secara mendalam, sedangkan objek 

penelitian adalah isu atau topik yang menjadi pokok permasalahan untuk 

diteliti, seperti fenomena, peristiwa, atau kondisi yang diamati.87 Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) di mana 

selain penelitian normatif, juga dilakukan penelitian empiris yang terdapat 

proses wawancara dengan beberapa narasumber. Terkait dengan hal ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang terdiri dari: 

a.  Bapak Hadi Rahman selaku Kepala perwakilan Ombudsman Kalimantan 

Selatan; 

b. Bapak Sopian Hadi, S.H., M.H, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan 

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan; 

c.  Ibu Yeni Ariyani, S.H., M.H, selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan 

Verifikasi Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Kalimantan Selatan. 

d. Dr. H. Taqwaddin, S.H., S.E., M.Sr selaku Hakim/Mantan Kepala 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Aceh. 

e.  Dadan S. Suharmawijaya selaku Anggota/Pimpinan Ombudsman 

Republik Indonesia (Periode 2016–2021 2021-2026 ) dan inisiator 

propartif Ombudsman Republik Indonesia; 

                                                           
87 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 

hlm. 67. 
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f.  Ibu Dahlena selaku Asisten Madya Ombudsman RI 2017-2023 dan 

Prakarasa Propartif Ombudsman Republik Indonesia; 

g. Ibu Fitry Agustine selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi 

Jawa Barat; 

h. Lima orang Pihak Pelapor kepada Ombudsman Republik Indonesia 

(identitas dirahasiakan); 

i. Lima institusi Pihak Terlapor (identitas dirahasiakan). 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia, penyelesaian maladministrasi, regulasi 

internal Ombudsman, dan pelaku mediasi yang terkait dengan Hukum Islam.  

4. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Berikut 

adalah uraian dari masing-masing jenis sumber data tersebut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber 

aslinya oleh peneliti untuk tujuan spesifik penelitian tersebut. Data ini 

sering disebut sebagai data tangan pertama karena belum pernah 

dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya.88 

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan instrumen 

wawancara dengan beberapa narasumber dan juga melakukan observasi 

langsung di lokasi penelitian.  

b. Data Sekunder 

                                                           
88 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 

39. 
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Data sekunder merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan 

mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan-aturan 

hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap 

pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. 89  Dalam data sekunder 

yang diteliti terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat 

yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. 90  Pada 

bagian ini, peneliti akan menguraikan beberapa aturan perundang-

undangan yang akan digunakan dalam analisis permasalahan, seperti: 

a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik Indonesia; 

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c) Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penanganan 

Laporan Dugaan Maladministrasi; 

d) Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara 

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan; 

e) Al-Qur’an; 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah pendukung dari bahan hukum 

primer yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. 

                                                           
89 Muhammad Subhan, Buku Ajar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Sonpedia Publishing, 

2023), hlm. 33. 
90 Mahlil Adriaman, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum (Pekalongan: NEM 

Publishing, 2024), hlm. 68. 

https://www.google.com/search?q=Peraturan+Ombudsman+Nomor+48+Tahun+2020+tentang+Penanganan+Laporan+Dugaan+Maladministrasi&oq=peraturan+perundang-undangan+terkait+mediasi+di+ombudsman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTg5ODdqMGoxNagCCLACAfEFIrjK4qQ0QkvxBSK4yuKkNEJL&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCLO0HUuOhyaf9mksLWof7OwBg-v5tupSvbZga0TLPvBzHQ00MFi5eEHzDsqxdcET-RxshniA4WdsahPjJmLE3DWdgehk6IpLMgueppnoXtoWsnb33fQlhDSYD-0pMBeTdBPKX1rcFxPqZhSHekpMiYn3-RcRMRvl1k8BLPK4QgjQs&csui=3&ved=2ahUKEwjYxpWN5JORAxWgT2wGHeTtApkQgK4QegQIBhAD
https://www.google.com/search?q=Peraturan+Ombudsman+Nomor+48+Tahun+2020+tentang+Penanganan+Laporan+Dugaan+Maladministrasi&oq=peraturan+perundang-undangan+terkait+mediasi+di+ombudsman&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTg5ODdqMGoxNagCCLACAfEFIrjK4qQ0QkvxBSK4yuKkNEJL&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfCLO0HUuOhyaf9mksLWof7OwBg-v5tupSvbZga0TLPvBzHQ00MFi5eEHzDsqxdcET-RxshniA4WdsahPjJmLE3DWdgehk6IpLMgueppnoXtoWsnb33fQlhDSYD-0pMBeTdBPKX1rcFxPqZhSHekpMiYn3-RcRMRvl1k8BLPK4QgjQs&csui=3&ved=2ahUKEwjYxpWN5JORAxWgT2wGHeTtApkQgK4QegQIBhAD
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Sumber dari bahan ini seperti pada jurnal hukum yang berkaitan 

dengan topik penelitian, disertasi serta artikel atau bentuk penelitian 

lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. 91  Khususnya 

mengenai kajian model mediasi propartif Ombudsman Republik 

Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum lainnya selain dua bahan yang telah disebutkan 

sebelumnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.92 Pada 

bagian ini, perolehan bahannya berasal  dari internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang 

diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mempergunakan 

sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, 

catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang 

berkaitan untuk membahas suatu masalah. Tujuan penelitian ini akan 

didapat pada data sekunder.93 Data kepustakaan yang dikumpulkan yang 

                                                           
91 H Kristiawanto, Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum, (Klaten: Nas 

Media Indonesia, 2024), hlm. 26. 
92 Ibid. 
93 Ermi Rosmita, Metode Penelitian Kualitatif ,  (Padang: Gita Lentera, 2024), hlm. 59. 
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sekiranya berhubungan dengan model mediasi propartif Ombudsman 

Republik Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang 

bertujuan untuk memahami, mengamati, dan berinteraksi dengan subjek 

penelitian di lingkungan alami mereka. Dalam dunia hukum, penelitian 

lapangan merupakan ciri khas dari penelitian hukum empiris, di mana 

peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data sekunder saja namun  

terjun langsung ke lokasi penelitian dan menemui narasumber secara 

langsung.94 Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan mendatangi 

secara langsung lokasi penelitian dan juga mendapatkan informasi dari 

beberapa narasumber melalui proses wawancara yang berkaitan dengan 

model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia dalam 

perspektif Hukum Islam. 

6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode 

kualitatif yang berkaitan dengan model mediasi propartif Ombudsman 

Republik Indonesia dalam perspektif Hukum Islam, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan dasar analisis konstruksi realitas sosial, yang diuraikan 

dalam bentuk gambaran deskripsi atau cerita yang dipengaruhi oleh nilai, 

budaya dan kebiasaan. Artinya penelitian kualitatif ini berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yang memiliki analisis dengan bentuk nilai, bagan. 

                                                           
94 Ibid, hlm. 61. 
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Statistika dan sebagainya. Dalam penelitian dengan teknik analisis data 

kualitatif, dilakukan dalam beberapa tahapan menurut Miles Huberman, dan 

Saldaña, yaitu:95 

a. Pengumpulan data (Data Collection) 

Langkah ini merupakan langkah awal yang bersifat krusial dalam 

penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari 

beberapa metode seperti analisis dokumen. Dalam pengumpulan data 

juga kerap melibatkan teknologi untuk membantu peneliti seperti 

perangkat lunak yang dapat mengorganisir dan mengelola data.  

b. Data Condensation (Kondensasi Data) 

Kondensasi Data merupakan kegiatan mengolah data yang telah 

terkumpul sehingga menjadi lebih terstruktur dan juga sistematis. Proses 

ini mencakup penyaringan, pengkategorian data guna mengidentifikasi 

tema dan pola utama. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah dikondensasikan, data perlu disajikan agar peneliti dapat 

melihat gambaran besar dari apa yang terjadi dan merencanakan langkah 

selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data kualitatif 

biasanya berupa matriks, grafik, bagan, jaringan (network), atau narasi 

terstruktur. 

d. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan & Verifikasi) 

                                                           
95 Ibid, hlm. 66. 
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Pernarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data 

kualitatif, di mana peneliti menguraikan penafsiran temuan peneliti dan 

menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data dengan metode 

kualitatif karena pada penelitian ini terdapat analisis yang berupa bentuk 

gambaran deskripsi atau cerita yang dipengaruhi oleh nilai, budaya dan 

kebiasaan. Analisis yang dilakukan dimulai dari tahapan pengumpulan data, 

reduksi data, pengolahan data, dan kesimpulan berkaitan dengan 

permasalahan model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia 

dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu penelitian ini menggunakan 

analisis yang dibangun berdasarkan sifat preskriptif yaitu pernyataan yang 

menguraikan apa yang perlu dilakukan berkaitan dengan Undang-Undang 

atau model mediasi propartif Ombudsman Republik Indonesia dalam 

perspektif Hukum Islam. 

I. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab di mana masing-masing memiliki 

karakteristik dan subtansi yang berbeda namun masih saling terkait satu sm 

lain. Berikut adalah sistematika dari penelitian disertasi ini: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

  Bab ini di dalamnya memiliki beberapa sub bab yaitu latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi 

penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan 

sistematika penelitian. 
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BAB II :MODEL MEDIASI PROPARTIF OMBUDSMAN  

REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF    

KONSEPTUAL TEORITIS, HISTORIS, DAN YURIDIS 

 Bab ini di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu definisi 

teoritik, tinjauan teoritik, dan kerangka pikir. Dalam sub bab ini 

diuraikan mengenai beberapa teori yang digunakan pada 

penelitian ini dan juga uraian beberapa tinjauan kepustakaan yang 

berkaitan dengan model mediasi propartif Ombudsman Republik 

Indonesia dalam perspektif Hukum Islam. 

BAB III : PENGATURAN HUKUM MENGENAI MODEL MEDIASI 

PROPARTIF OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN PENGADUAN 

MASYARAKAT 

 Bab ini berisi mengenai uraian hasil penelitian dan analisis yang 

berkaitan dengan rumusan permasalahan pertama yaitu tentang 

pengaturan hukum mengenai model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia  terkait dengan penyelesaian 

pengaduan masyarakat. 

BAB IV :IMPLEMENTASI PELAKSANAAN MODEL MEDIASI 

PROPARTIF OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 

DALAM MENANGANI LAPORAN MASYARAKAT   

 Bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian dan juga analisis 

terkait dengan permasalahan kedua yaitu tentang implementasi 
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pelaksanaan model mediasi propartif Ombudsman Republik 

Indonesia dalam menangani laporan masyarakat. 

BAB V : REKONSTRUKSI ATURAN HUKUM DAN REKONSEPSI 

MODEL MEDIASI PROPARTIF OMBUDSMAN 

REPUBLIK INDONESIA DALAM TUJUAN MENCAPAI 

NILAI-NILAI HUKUM ISLAM 

Bagian ini menguraikan tentang hasil penelitian dan juga analisis 

terkait dengan permasalahan ketiga yaitu tentang rekonstruksi 

terhadap aturan hukum dan rekonsepsi model mediasi propartif 

Ombudsman Republik Indonesia yang ideal  

BAB VI : PENUTUP 

Kesimpulan dan saran pada penelitian ini serta rekomendasi 

terkait penelitain ini. 

 


